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Abstract 

7KLV�VFLHQWLILF�DUWLFOH�GLVFXVVHV�WKH�DUUDQJHPHQWV�RI�WDEDUUX¶�FRQWUDFW�DQG�

tijarah contract on Takaful according to fatwa of National Syariah Council (DSN) 

No. 21/DSN-MUI/X/2001 about General Guidelines for Takaful (Islamic 

Insurance). The issues is why there are discrepancies between the fourth 

provision and sixth provision at Fatwa of DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 

about General Guidelines for Takaful related to the arrangement of contract 

FKDQJHV� IURP� WDEDUUX¶� WR� WLMDUDK� FRQWUDFW�� DQG�KRZ� LV� WKH� SUHFLVH� FRQWUDFW� DQG�

provide legal certainty of takaful contracts in Indonesia. This article is normative 

study with a conceptual approach. The results is, it can be known that both of 

provisions contained in the DSN fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 on General 

*XLGHOLQHV� IRU� 7DNDIXO� DERXW� FRQWUDFW� FKDQJH� IURP� WDEDUUX¶� WR� WLMDUDK� FRQWUDFW�

has a legal basis. But according to writer opinion, in order to avoid ambiguous in 

understanding these two provisions should be included phrases related subjects 

who were involved in two provisions to make it more clear. The provision that 

WDEDUUX¶�FRQWUDFW�FDQ�QRW�EH�FRQYHUWHG�LQWR�WLMDUDK�FRQWUDFW�� LW� LV�PHDQW� WKDW� WKH�

provision applicable to insurance participants. In the provision of premium funds 

RI�WDEDUUX¶�FRQWUDFW�FDQ�EH�LQYHVWHG��LW�LV�PHDQW�WKDW�WKH�LQVXUDQFH�FRPSDQ\�DV�WKH�

manager of premium funds is allowed to invest the funds in areas and with the 

procedures accordance with the teachings of Islam. There are several solutions 

on how to contract which is more precise and provide the legal certainty in 

Takaful institutions. Some of the solutions that can be applied in takaful are by 

UHSODFLQJ� WDEDUUX¶� FRQWUDFW�� KLEDK�� WR�ZDGL
DK� FRQWract  (deposit), or replacing 

WKH�WHUP�WDEDUUX¶�IXQGV�DV�KLEDK�WR�DO-musahamah contract, applying two types of 

premiums on all Takaful products (saving and non-saving), and by replacing 

tijarah contract, mudharabah, to wakalah bil ujrah contract. 
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Abstrak 

Artikel ilmiah ini membahas tentang pengaturan akad WDEDUUX¶ dan akad 

tijarah pada asuransi syariah menurut fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 

tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Permasalahan yang diangkat adalah 

apakah terdapat ketidaksinkronan antara ketentuan ke empat dan ketentuan ke 

enam pada Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum 

Asuransi Syariah, serta bagaimana akad asuransi syariah yang tepat dan memberi 

kepastian hukum. Tujuannya adalah untuk menganalisis dan memahami kedua 

rumusan masalah tersebut. Artikel ini merupakan penelitian normatif dengan 

metode pendekatan konseptual. Hasilnya adalah bahwa kedua ketentuan yang 

terdapat dalam fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum 

Asuransi Syariah tentang perubahan akad WDEDUUX¶ ke akad tijarah masing-masing 

mempunyai dasar hukum. Namun, agar tidak terjadi keambiguan dalam 

memahami dua ketentuan tersebut, seharusnya dimasukkan frase terkait subjek 

yang terlibat dalam dua ketentuan tersebut agar lebih jelas. Pada ketentuan tentang 

akad WDEDUUX¶ tidak dapat diubah menjadi akad tijarah, yang dimaksud di sini 

adalah ketentuan yang berlaku bagi peserta asuransi. Pada ketentuan dana premi 

WDEDUUX¶� dapat diinvestasikan, maksudnya di sini adalah bahwa pihak perusahaan 

asuransi selaku pengelola dana premi tersebut dibolehkan untuk melakukan 

investasi di bidang-bidang dan dengan prosedur yang sesuai dengan ajaran Islam. 

Beberapa solusi tentang bagaimana akad yang lebih tepat dan memberi kepastian 

hukum dalam lembaga asuransi syariah di Indonesia. Beberapa solusi yang dapat 

diterapkan pada lembaga asuransi syariah yaitu antara lain dengan mengganti 

akad WDEDUUX¶ berupa hibah ke akad ZDGL¶DK (titipan), mengganti istilah dana 

WDEDUUX¶ berupa hibah ke akad al-musahamah, dan menerapkan dua jenis premi 

pada semua produk asuransi syariah (saving dan non-saving). 

Kata kunci: akad, WDEDUUX¶, tijarah, asuransi syariah 
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Latar Belakang  

Pada tahun 2014, asuransi syariah di Indonesia telah mempunyai payung 

hukum atas kelembagaannya. Meskipun telah mempunyai payung hukum, tidak 

semua aspek operasionalnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 

2014 tentang Perasuransian  tersebut. Di antara aturan  yang belum diatur dalam 

undang-undang tersebut adalah terkait dengan akad syariah yang digunakan dalam 

transaksi  di lembaga asuransi syariah. Terkait hal tersebut, salah satu peraturan 

yang diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian 

dipaparkan bahwa prinsip syariah yang berlaku pada asuransi syariah adalah 

prinsip hukum Islam yang berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga 

yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah,
4
 yang 

dalam hal ini yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI).  

Pada tahun 2001, MUI telah mengeluarkan fatwa yang memuat ketentuan 

tentang asuransi syariah, yaitu tertuang dalam Fatwa DSN MUI No.21/DSN-

MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Salah satu ketentuan 

dalam fatwa tersebut terdapat ketentuan tentang akad tijarah dan WDEDUUX¶. Dalam 

ketentuan bagian keempat tersebut dinyatakan bahwa jenis akad WDEDUUX¶ tidak 

dapat diubah menjadi jenis akad tijarah. Sedangkan pada ketentuan bagian 

keenam fatwa tersebut dinyatakan bahwa premi yang berasal dari jenis akad 

WDEDUUX¶ dapat diinvestasikan. Dapat ditarik benang merah dalam fatwa tersebut 

bahwa terdapat inkonsistensi mengenai pengaturan tentang perubahan dari akad 

WDEDUUX¶ ke akad tijarah. 

Kepastian dapat mengandung beberapa arti, yaitu terdapat kejelasan, tidak 

menimbulkan multitafsir dan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan. Hukum harus 

berlaku tegas di masyarakat, mengandung keterbukaan hingga siapapun dapat 

mengerti dan memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu 

                                                           
4
 3DVDO���DQJND���88�1R�����7DKXQ������ WHQWDQJ�3HUDVXUDQVLDQ��³3ULQVLS�6\DULDK�DGDODK�

prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 

OHPEDJD�\DQJ�PHPLOLNL�NHZHQDQJDQ�GDODP�SHQHWDSDQ�IDWZD�GL�ELGDQJ�V\DULDK´� 
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dengan yang lainnya tidak boleh bersifat kontradiktif, sehingga tidak menjadi 

sumber keraguan.
5
 

Kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan di mana suatu peraturan 

dibuat dan diatur dengan logis dan jelas. Logis dalam artian menjadi suatu sistem 

norma dengan norma lainnya sehingga tidak mengakibatkan benturan atau konflik 

antarnorma tersebut, sedangkan jelas diartikan sebagai tidak terdapat keraguan 

atau kekaburan dalam norma tersebut (multi tafsir). Kepastian hukum 

menghendaki upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat 

oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek 

yuridis yang dapat menjamin terciptanya kepastian bahwa hukum berfungsi 

sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
6
 

Menurut Gustav Radbruch, kepastian dalam hukum terwujud jika hukum 

itu sebanyak-banyaknya undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak 

terdapat ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan (undang-undang 

berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis), undang-undang tersebut dibuat 

berdasarkan rechtswerkelijkheid (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan 

dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan 

atau diinterpretasikan secara berlainan. 

Percampuran yang dimaksud dalam teori ini adalah mencampurkan atau 

menggabungkan aset menjadi satu kesatuan, selanjutnya kedua belah pihak terkait 

akan menanggung resiko dari kegiatan usaha yang dilakukan bersama tersebut dan 

membagi keuntungan atau laba sesuai kesepakatan bersama. Berdasarkan teori 

percampuran ini, akad atau perjanjian yang biasa digunakan bertujuan untuk 

investasi sehingga dalam hal ini tidak memberikan kepastian imbalan (return) di 

awal. Konsep dalam berinvestasi yaitu bahwa tingkat return yang diperoleh dapat 

bersifat positif (untung), negatif (rugi), atau nol (balik modal). Berdasarkan 

hukum Islam, teori percampuran akad ini dinamakan dengan istilah syirkah atau 

musyarakah. Teori percampuran dapat ditinjau dari segi objek percampurannya 

                                                           
5
 Fence M. Wantu, Peranan Hakim dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan 

dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, 

Yogyakarta, 2011, hlm. 58. 
6
 Achmad Ali, Menguak Teori hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 

(Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, 

Jakarta, 2009, hlm. 294. 
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VHUWD� GLEHGDNDQ� DQWDUD� µayn yang berupa barang dan jasa dengan dayn yang 

berupa uang dan surat berharga, yaitu:
7
 

a. 3HQFDPSXUDQ� µayn GHQJDQ� µayn. Percampuran ini terjadi ketika para pihak 

mencampurkan skill/keahlian (jasa) masing-masing dalam suatu akad kerja 

bersama. Percampuran keahlian atau jasa seperti ini dalam konsep hukum 

ekonomi Islam disebut syirkah abdan. 

b. 3HUFDPSXUDQ� µayn dengan dayn. Percampuran ini terbagi kepada beberapa 

jenis, yaitu: 

1) Syirkah Mudharabah. Akad ini dilakukan dengan cara mencampurkan 

dayn GHQJDQ�µayn. Bentuk kongkrit percampuran ini terjadi saatterdapat 

seorang pemilik modal yang bertindak sebagai penyandang dana, 

memberikan sejumlah hartanya kepada orang lain yang mempunyai 

keahlian di bidang tertentu untuk digunakan sebagai modal usahanya. 

Sedangkan laba dari kegiatan usaha tersebut ditentukan berdasarkan 

prosentase yang disepakati oleh masing-masing pihak. 

2) Syirkah Wujuh, yang merupakan SHUFDPSXUDQ�DQWDUD�µayn dengan dayn, 

yaitu ketika seorang penyandang dana memberikankan sejumlah harta 

tertentu yang dimilikinya kepada orang lain untuk dimanfaatkan sebagai 

modal usaha, sedangkan orang lain tersebut cukup dengan berkontribusi 

dalam hal reputasi atau nama baiknya. 

Percampuran dayn dengan dayn. Percampuran ini dilakukan dengan cara 

mencampurkan uang dengan uang dengan jumlah yang sama. Syirkah semacam 

ini dalam istilah hukum ekonomi Islam disebut dengan syirkah mufawadhah, akan 

tetapijika jumlah uang yang dicampurkan tersebut berlainan jumlahnya, maka 

percampuran tersebut disebut V\LUNDK�µLQDQ. 

Akad atau perjanjian yang diterapkan pada asuransi syariah terbagi kepada 

dua jenis akad, yaitu akad WDEDUUX¶ dan akad tijarah. Akad WDEDUUX¶�merupakan 

akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tanpa mengharapkan 

imbalan dari pihak lainnya, serta dilandasi dengan sikap tolong-menolong 

antarsesama dan tidak untuk mencari keuntungan (nonprofit-oriented). Sedangkan 

akad tijarah dalam asuransi syariah yaitu segala jenis akad yang berorientasi pada 

                                                           
7
Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan, RajaGrafindo Persada, 

Jakarta, 2010, hlm. 60-63. 
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keuntungan atau dilakukan untuk tujuan komersil (profit-oriented). Jadi, rekening 

WDEDUUX¶ untuk kumpulan dana dari nasabah yang diniatkan untuk menolong 

sesamanya, adapun rekening tijarah yang dikumpulkan dari para peserta atau 

nasabah asuransi syariah yang tujuannya adalah investasi. 

Investasi atau penanaman modal seperti telah diketahui adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan dan/atau 

mempertahankan nilai modalnya, baik dalam bentuk keahlian, uang tunai, dan 

sebagainya.
8
 Berdasarkan pengertian tersebut, investasi merupakan jenis 

perjanjian dengan tujuan komersial atau untuk mendapatkan keuntungan. Konsep 

seperti ini dalam hukum ekonomi Islam menggunakan konsep perjanjian komersil 

atau dalam istilah ekonomi Islam yaitu akad tijarah. Ketidaksinkronan pengaturan 

tentang perubahan akad WDEDUUX¶ ke akad tijarah menyebabkan kerancuan atau 

keambiguan dalam memaknai akad seperti apa yang dapat diterapkan.Hal inilah 

yang dijadikan pokok permasalahan dalam jurnal ini dan menjadikan peneliti 

ingin meneliti kepastian hukum dari inkonsistensi kedua ketentuan dalam fatwa 

tersebut dengan judul artikel \DLWX� ³Analisis Pengaturan Akad 7DEDUUX¶ dan 

Akad Tijarah pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-

MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah´� Judul tersebut 

mencakup rumusan masalah pertama yang hendak dianalisis oleh penulis, yaitu 

apakah terdapat ketidaksinkronan antara ketentuan ke empat dan ketentuan ke 

enam pada Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum 

Asuransi Syariah terkait pengaturan tentang perubahan akad WDEDUUX¶ ke akad 

tijarah, dan rumusan masalah kedua yaitu terkait bagaimana akad yang tepat dan 

memberi kepastian hukum terkait dengan pengaturan asuransi syariah di 

Indonesia. 

Jurnal ini termasuk dalam penelitian pada taraf sinkronisasi hukum dalam 

penelitian hukum normatif. Hal tersebut dikarenakan jurnal ini difokuskan pada 

sinkronisasi pengaturan tentang akad WDEDUUX¶ dan akad tijarah dalam ketentuan 

Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi 

Syariah yang terdapat di dalamnya kententuan tentang akad WDEDUUX¶ dan akad 

tijarah yang saling bertentangan. Pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini 

                                                           
8
 $QQD� 5RNKPDWXVVD¶G\DK� GDQ� 6XUDWPDQ�� Hukum Investasi dan Pasar Modal, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1. 
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adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual dalam jurnal ini digunakan 

untuk mengkaji pengaturan yang relevan dengan pokok bahasan dalam jurnal ini 

yaitu pengaturan tentang konsep akad WDEDUUX¶ dan akad tijarah pada asuransi 

syariah di Indonesia. Terdapat dua jenis dan sumber bahan hukum dalam jurnal 

ini, yaitu: 

a. Bahan hukum primer:  

1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. 

2) Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum 

Asuransi Syariah. 

3) Fatwa DSN No.53/DSN-08,�,,,������ WHQWDQJ� $NDG� 7DEDUUX¶� SDGD�

Asuransi Syariah. 

b. Bahan hukum sekunder: literatur buku dan jurnal-jurnal  hukum di bidang 

asuransi syariah, akad WDEDUUX¶ dan akad tijarah, serta pendapat-pendapat 

para ahli hukum ataupun sarjana yang memiliki relevansi dengan pokok 

permasalahan yang diteliti dalam jurnal ini. 

Metode pengumpulan bahan hukum pada jurnal ini dilakukan dengan cara 

studi kepustakaan (library research), yang berarti dilakukan dengan menelusuri 

bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan
9
 yaitu adalah 

terkait dengan akad WDEDUUX¶ dan tijarah dalam ketentuan Fatwa DSN MUI 

No.21/ DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Metode 

analisis bahan hukum dalam jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode 

interpretasi restriktif yang berarti ialah penafsiran yang membatasi/mempersempit 

maksud suatu pasal atau ketentuan dalam suatu peraturan yang dalam hal ini 

adalah Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum 

Asuransi Syariah. Metode tersebut digunakan guna menggambarkan dan 

menginterpretasikan isi atau substansi dari pengaturan tentang asuransi syariah di 

Indonesia, terutama terkait dengan ketentuan akad WDEDUUX¶ dan tijarah dalam 

fatwa tersebut.  

 

 

 

                                                           
9
 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 

50. 
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Pembahasan 

A. Analisis Ketentuan ke Empat dan Ketentuan ke Enam pada Fatwa DSN 

MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi 

Syariah 

Berdasarkan pada fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang 

Pedoman Umum Asuransi syariah, pada ketentuan keempat tentang ketentuan 

dalam akad tijarah dan WDEDUUX¶ dalam poin kedua tercantum bahwa jenis akad 

WDEDUUX¶ (dalam hal ini yaitu akad hibah) tidak dapat diubah menjadi jenis akad 

tijarah (akad mudharabah). Sedangkan pada ketentuan keenam tentang premi 

dalam poin keempat disebutkan bahwa premi yang berasal dari jenis akad 

WDEDUUX¶ dapat diinvestasikan. Secara umum, terlihat adanya dua ketentuan yang 

sifatnya kontradiktif dalam fatwa tersebut. 

Fatwa DSN merupakan salah satu peraturan yang menjadi pedoman 

berasuransi dengan berdasarkan prinsip syariah. Sebagai suatu peraturan, 

ketentuan dalam fatwa DSN haruslah mempunyai kepastian dari aspek hukum. 

Salah satu unsur terwujudnya kepastian hukum dalam suatu peraturan adalah tidak 

terdapat ketentuan yang bertentangan, baik dengan ketentuan lain dalam satu 

peraturan maupun bertentangan dengan peraturan lain secara vertikal maupun 

horizontal. Kepastian hukum juga dimaknai sebagai suatu keadaan di mana suatu 

peraturan dibuat dan diatur dengan logis dan jelas. Logis dalam artian menjadi 

suatu sistem norma dengan norma lainnya sehingga tidak mengakibatkan benturan 

atau konflik antarnorma tersebut, sedangkan jelas diartikan sebagai tidak terdapat 

keraguan atau kekaburan dalam norma tersebut (multi tafsir).   

Hal tersebut dikarenakan konsep dari akad tijarah adalah perjanjian yang 

memang berorientasi pada keuntungan atau profit dalam pelaksanaan 

transaksinya. Terkait hal tersebut, pada ketentuan keempat poin kedua fatwa 

tersebut menyebutkan bahwa akad WDEDUUX¶ atau akad hibah dalam asuransi 

syariah tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah. Sedangkan pada ketentuan 

keenam poin keempat menyebutkan bahwa premi dari akad WDEDUUX¶� dapat 

diinvestasikan. Investasi seperti telah diketahui adalah menanamkan atau 

menempatkan suatu aset, baik berupa harta benda maupun dalam bentuk dana, 

kepada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil berupa keuntungan atau 
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akan meningkatkan nilai dari aset tersebut di masa yang akan datang. Berdasarkan 

penjabaran tersebut, investasi dalam hukum Islam termasuk ke dalam kategori 

perjanjian yang orientasinya adalah keuntungan, yaitu sama dengan akad tijarah. 

Ketentuan keempat pada fatwa DSN yang dibahas pada jurnal ini tentang 

ketentuan dalam akad tijarah dan WDEDUUX¶ dalam poin kedua tercantum bahwa 

jenis akad WDEDUUX¶ (dalam hal ini yaitu akad hibah) tidak dapat diubah menjadi 

jenis akad tijarah (akad mudharabah). Hal ini dikarenakan jika memang pada 

awalnya peserta mengkontribusikan preminya dengan menggunakan akad 

WDEDUUX¶ dalam bentuk hibah kemudian ingin merubahnya ke akad tijarah, maka 

berarti dana premi tabarrX¶� yang telah disetorkan diambil kembali oleh peserta 

untuk dipergunakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Larangan 

untuk mengambil kembali harta yang telah dihibahkan didasarkan pada hadits 

Nabi saw, yaitu: 

�Ê�¢ÈàÌó¦�Ê Ì��Èó¦�ÉòÈ°È÷�¢ÈüÈó� ÈÆÌ�Èó�Ì Ê?�Ê¾�ÊþÊ Ì�Èºë�Ì Ê?�É®Ì�ÉàÈº���É=�É  Ì�
ÊìÈ�� Ê¤ÌôÈðÌó¢ Èï�ÊþÊ¬È¦ Êÿ� 

"Tidak ada menurut kami perumpamaan yang lebih buruk daripada seseorang 

yang menarik kembali hibahnya (yang diibaratkan) seperti seekor anjing yang 

muntah lantas menjilat kembali muntahannya tersebut." (HR. Bukhari) 

�ÌúÈß�¦� Ê?� É¾Ê�¢ÈàÌó¦��� È¾¢Èë� Èö�ôÈÇÈÂ� Êþ�ÈôÈß�É�¦���ôÈÏ�Ê�¦� È¾Ì�ÉÇÈ°� �ÀÈ¢��� ¢ ÈøÉ� ÌºüÈß�É�¦� È�
ÊÓÈ°� Ç²¢�¦Èß� ÊúÌ¥

�ÊþÊ¬È¦ Êÿ���ÊþÊüÌ�Èºë� Ê>�Ê¾Ê�¢Èàó¢ Èï 

³'DUL� ,EQX� $EEDV� U�D��� EDKZD� 5DVXOXOODK� VDZ� EHUVDEGD�� 2UDQJ� \DQJ� PHQDULN�

NHPEDOL� KLEDKQ\D� VHSHUWL� RUDQJ� \DQJ� PHQMLODW� NHPEDOL� PXQWDKDQQ\D�´� �+5��

Bukhari dan Muslim) 

�ÌúÈß�¦�È¾¢Èë�Süó¦�úß� Ç²¢�¦Èß�ÊúÌ¥¦ÈÂ� ÈÂÈøÉß�ÊúÌ¥����Å̈��ÊØÊß� È�
ÊØÌàÉº�� ÌÀÈ¢� ÊòÉ³�ÂôÊó��òÊÈy�È���ÈÞ Ê³ÌÂÈº���É=����Ê¤�¢�Ì�Êç�

�È�Ìó¦¦�É¾Êó��Éý È¾ÈóÈÂ� Ì�ÊØÌàÉº��¢ ÈøÌ�
Êç 

³'DUL� ,EQX� µ8PDU�GDQ� ,EQX�$EEDV� U�D�� EHUNDWD��5DVXOXOODK� VDZ�EHUVDEGD��7LGDN�

halal bagi seseorang yang telah memberikan suatu pemberian kemudian 

menariknya kembali, kecuali orang tua yang menarik kembali hibah yang sudah 

GLEHULNDQQ\D�´ 

Konsekuensi logis dari perjanjiann hibah adalah berpindahnya hak dari 

pemberi kepada penerima hibah. Pada saat objek hibah telah berpindah 

kepemilikan, sebenarnya pemberi hibah tidak lagi mempunyai hak terhadap benda 
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tersebut. Berdasarkan hadits tersebut dinyatakan bahwa tidak boleh mengambil 

atau membeli kembali sesuatu yang sudah diberikan kepada orang lain. Selain itu, 

dinyatakan secara tegas bahwa orang yang menarik kembali hibah yang telah 

diberikan sama dengan orang yang manjilat kembali muntahannya.  

Dilihat dari pemberi hibah, perbuatan menarik kembali hibah yang sudah 

diberikan kepada orang lain merupakan pertanda bahwa pihak pemberi hibah 

tidak konsisten dalam melaksanakan komitmen yang telah dibuat, tidak menepati 

janji dan tidak matang dalam mengambil suatu keputusan. Bahkan ia dapat 

termasuk dalam kriteria orang yang mengingkari janji, yaitu sebagai salah satu 

indikator orang munafik. Dikaitkan dengan akad hibah pada asuransi syariah yang 

termasuk dalam akad WDEDUUX¶, maka dapat dikatakan bahwa jelas hukumnya 

adalah tidak diperbolehkan jika akad hibah tersebut diubah menjadi akad yang 

memang tujuannya adalah mendapatkan keuntungan secara materiil atau akad 

tijarah. 

Konsep pemberian sesuatu secara sukarela tidak hanya terdapat dalam 

hukum Islam, akan tetapi juga terdapat dalam aturan perjanjian dalam KUH 

Perdata yaitu pada buku ke tiga pasal 1314, yang disebut dengan perjanjian cuma-

cuma. Pasal tersebut menyebutkan bahwa perjanjian cuma-cuma  tersebut ialah 

suatu perjanjian bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan 

kepada pihak lainnya tanpa menerima imbalan.  Perjanjian cuma-cuma ini 

termasuk dalam kategori perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang menimbulkan 

kewajiban hanya pada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya hanya terdapat 

hak tanpa kewajiban. 

Secara khusus, dalam Pasal 1666 KUHPerdata juga disebutkan bahwa 

hibah merupakan perjanjian di mana pihak penghibah menghibahkan secara 

cuma-cuma hartanya ketika dia masih hidup, dengan tujuan agar dapat digunakan 

oleh pihak penerima hibah untuk keperluannya. Pasal tersebut juga menyebutkan 

bahwa dalam perjanjian hibah, barang hibah tidak dapat ditarik atau dicabut 

kembali oleh si pemberi hibah.   

Jika dilihat dari aspek hukum Islam maupun hukum perdata di Indonesia, 

perjanjian dalam bentuk hibah tidak diperbolehkan bagi penghibah untuk 

menuntut balasan karena hibah adalah bentuk pemberian sukarela yang tidak 
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berorientasi untuk mendapatkan imbalan atas pemberian tersebut. Dikaitkan 

dengan implementasi akad WDEDUUX¶  berupa hibah pada lembaga asuransi syariah, 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak dibenarkan untuk mengambil kembali dana 

WDEDUUX¶ yang telah disetorkan, meskipun masa perjanjian telah berakhir dan tidak 

terjadi klaim. 

Ketentuan dalam fatwa DSN tentang pedoman umum asuransi syariah 

berikutnya yang menjadi pembahasan dalam jurnal ini adalah ketentuan terkait 

bahwa dana premi WDEDUUX¶ dapat diinvesatasikan. Pembolehan dana premi 

WDEDUUX¶� untuk diinvestasikan seperti tercantum dalam ketentuan premi pada 

fatwa DSN tentang pedoman umum asuransi syariah dapat dilihat dengan metode 

mashlahah mursalah yang mempertimbangkan kemaslahatan dalam penetapan 

KXNXPQ\D�� +DO� WHUVHEXW� GLNDUHQDNDQ� DWXUDQ� WHQWDQJ� ³GDQD� WDEDUUX¶ dalam 

DVXUDQVL� V\DULDK� GDSDW� GLLQYHVWDVLNDQ´� WLGDN� WHUGDSDW� GDOLO� \DQJ� VHFDUD� HNVSOLVLW�

menyebutkan aturan tersebut, baik dalam al-4XU¶DQ�PDXSXQ�DO-Hadits. 

Perusahaan asuransi dengan nasabahnya adalah saling mengikat dalam 

akad yang digunakan pada lembaga tersebut, baik berupa akad tijarah maupun 

akad WDEDUUX¶. Menginvestasikan dana kumpulan dari premi WDEDUUX¶ merupakan 

perbuatan yang memang selain ditujukan untuk melayani kepentingan umum, juga 

memelihara harta milik para peserta asuransi. Kedua belah pihak sepakat atas 

perbuatan tersebut yang mengandung maslahat bagi kepentingan kedua belah 

pihak tersebut. hal ini juga didukung dengan tidak adanya dalil yang melarang 

perbuatan tersebut, baik dalam al-4XU¶DQ� PDXSXQ� KDGLWV�� 6DODK� VDWX� GDOLO� nash 

yang menjadi sumber hukum atas pembolehan dana premi WDEDUUX¶ untuk 

diinvestasikan yaitu diqiyaskan atau dianalogikan dari hadits Nabi saw, yaitu: 

÷�ÉþÈó�Å¢øÌ�Ê¬È��È ÊEÈÂ� ÌúÈ÷�È¢�Æ¾��YØë°¦¾ó¦�Â�ÄÀ÷Wó¦�ý¦Â°��É̈ Èë È¾�Ðó¦�ÉþÉôÉïÌ�È«� �UÈ·�Éþ ÌïÉÂ Ìº¬Èº��È�ÈÂ��ÊþÊ¥� ÌÂ
Ế �¬È�ÌôÈºç

�´¢àó¦�ú¥�ÂÂøß�ú¥��¦�¾¦ß�ý¾³�úß�þ�¥¢�úß�¤�àË�ú¥�ÂÂøß�®�¾·�ú÷��ì��¦ó¦�Â�
³%DUDQJVLDSD mengurus anak yatim yang memiliki harta, maka hendaklah (harta 

tersebut) ia perniagakan, dan janganlah membiarkan harta tersebut (tanpa 

diperniagakan) hingga habis oleh sedekah (nafkah GDQ� ]DNDW�´�� �+5�� 7LUPLG]L��

Daraquthni, dan Baihaqi GDUL� µ$PU� ELQ� 6\X¶Dib, dari ayahnya, dari kakeknya 

$EGXOODK�ELQ�µ$PU�ELQ�µ$VK�� 

Berdasarkan hadits tersebut dapat diambil intisari bahwa terdapat anjuran 

bagi manusia sebagai makhluk sosial, jika diberi amanah berupa titipan harta yang 
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dalam hadits tersebut yaitu harta seorang yatim, maka sebaiknya harta tersebut 

tidak didiamkan dalam bentuk tabungan saja, akan tetapi harus diperniagakan agar 

harta tersebut tidak habis hanya untuk memberi nafkah bagi yatim tersebut serta 

untuk sedekah. Hadits tersebut diqiyaskan oleh para ulama fikih, terutama ulama 

di Dewan Syariah Nasional, kepada konsep dana WDEDUUX¶ yang dalam asuransi 

syariah juga berarti menjadi dana titipan dari peserta asuransi yang dititipkan 

melalui perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan. Oleh karena itu, dalam 

fatwa DSN tentang asuransi syariah terdapat ketentuan bahwa dana WDEDUUX¶ dapat 

diinvestasikan. 

Wilayah dari aturan tentang muamalah berupa investasi termasuk dalam 

wilayah ijtihadi, bukan termasuk dalam kategori WD¶DEEXGL. Oleh karena itu, 

ketika suatu hukum dalam ajaran Islam termasuk dalam wilayah kajian ijtihadi, 

maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, dinamis, terbuka terhadap penafsiran-

penafsiran baru atas berbagai nash yang masih bersifat umum, serta berorientasi 

pada masa depan (futuristik).  Meskipun dalil pendukung terkait dana WDEDUUX¶ 

dalam asuransi syariah dapat diinvestasikan hanya diqiyaskan dari suatu hadits, 

hal tersebut tetap menjadi rujukan para ahli fikih dalam menetapkan hukumnya. 

Hal ini juga didasari bahwa fenomena munculnya asuransi sebagai lembaga 

keuangan yang baru muncul belakangan, setelah Rasulullah saw wafat.  

Selain diqiyaskan pada hadits tersebut di atas, ketentuan tentang dana 

WDEDUUX¶ pada asuransi syariah juga didasarkan pada kaidah fikih yang antara lain 

yaitu: 

�Ê©È�È÷È¢àÉøÌó¦� Ê>�Éò ÌÏÈ Ì�¦�¢ È�ÊÌ{ÊÂÌÈb��ÈôÈß�Æò�ÊóÈ®� �¾É¾È�� ÌÀÈ¢���Ê¤�É̈ È·È¢¥ Ê
Ì¦�
³3DGD�GDVDUQ\D��VHPXD�EHQWXN�PXDPDODK�DGDODK�EROHK�GLODNXNDQ�NHFXDOL�DGD�GDOLO�

\DQJ�PHQJKDUDPNDQQ\D´� 

Terkait dengan kemaslahatan, salah satu unsurnya yaitu menjaga agama. 

Umat Islam pada khususnya, sebagai hamba Allah swt diwajibkan untuk 

memanfaatkan sumber daya (alam, harta, dan sebagainya) yang telah dititipkan 

oleh Allah kepadanya untuk mewujudkan kemashlahatan semaksimal mungkin. 

Guna mewujudkan hal tersebut, manusia harus bekerjasama dan saling menolong 

antara satu dengan yang lainnya karena manusia memang ditakdirkan untuk saling 

melengkapi dengan segala macam perbedaan yang ada. Sebagian di antaranya 
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diberi kelebihan dibandingkan sebagian yang lain dengan tujuan supaya manusia 

dapat bekerjasama untuk mencapai hasil yang lebih baik.  

Manusia yang melakukan kerjasama serta transaksi yang semua 

mekanisme dan prosedurnya sejalan dengan ajaran Islam adalah bernilai pahala. 

Perusahaan asuransi, sebagai mitra kerjasama dengan peserta asuransi, dalam 

menginvestasikan dana dari premi WDEDUUX¶� tujuannya tidak lain adalah untuk 

menjaga dan mengembangkan dana tersebut, yang keuntungannya nanti akan 

dimasukkan dalam  rekening WDEDUUX¶ kolektif. Investasi yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam berbagai macam bentuk investasi yang tidak mengandung 

unsur yang menurut hukum Islam terlarang, seperti unsur riba, dan lain-lain.
10

 

Perilaku para pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi syariah tersebut 

termasuk dalam kategori menegakkan agama karena aspek kehidupan mereka, 

terutama kaitannya dengan asuransi, dilandaskan pada ajaran agama Islam dan 

sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah swt. 

Berdasarkan uraian beberapa dalil yang telah diuraikan sebelumnya, 

disimpulkan bahwa kedua ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN tentang 

pedoman umum asuransi syariah tersebut masing-masing mempunyai dasar 

hukum yang dijadikan landasan para fuqaha dalam mengeluarkan fatwa terkait 

pengaturan akad dalam asuransi syariah tersebut. Namun menurut peneliti, agar 

tidak terjadi keambiguan dalam memahami dua ketentuan tersebut, seharusnya 

dimasukkan frase terkait siapa subjek yang terlibat dalam dua ketentuan tersebut 

agar lebih jelas.  

Pada ketentuan tentang akad WDEDUUX¶ tidak dapat diubah menjadi akad 

tijarah, yang dimaksud di sini adalah ketentuan yang berlaku bagi peserta 

asuransi. Jika peserta asuransi telah menyetorkan dana premi dalam bentuk akad 

WDEDUUX¶ berupa hibah, maka peserta tersebut tidak boleh merubah akadnya 

menjadi pembayaran premi dengan akad tijarah. Pada ketentuan dana premi 

WDEDUUX¶� dapat diinvestasikan, maksudnya di sini adalah bahwa pihak perusahaan 

asuransi selaku pengelola dana premi tersebut dibolehkan untuk melakukan 

investasi di bidang-bidang dan dengan prosedur yang sesuai dengan ajaran Islam. 

Pada praktek asuransi syariah di Indonesia, jika memang menggunakan hibah 

                                                           
10

 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah, Konsep dan Sistem Operasional, Gema 

Insani, Jakarta, 2004, hlm. 380. 
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sebagai akad WDEDUUX¶nya, maka seharusnya tidak terdapat mekanisme operasional 

terkait pengembalian atas dana hasil investasi pada rekening WDEDUUX¶� tersebut, 

pun begitu dalam hal pengembalian dana premi WDEDUUX¶nya. Hal tersebut 

dikarenakan hukum Islam dan juga KUHPerdata telah mengatur demikian dalam 

ketentuannya. 

B. Akad atau Perjanjian pada Asuransi Syariah yang Memberi Kepastian 

Hukum 

1. Penggantian akad WDEDUUX¶ berupa hibah ke akad ZDGL¶DK (titipan) 

Terdapat beberapa jalan keluar atau solusi tentang bagaimana akad, selain 

akad hibah, yang lebih tepat dan memberi kepastian hukum dalam lembaga 

asuransi syariah yang memang fungsinya adalah sebagai salah satu lembaga 

keuangan di Indonesia. Beberapa akad WDEDUUX¶ yang dapat dijadikan pengganti 

akad hibah dalam asuransi syariah dengan mempertimbangkan kepentingan 

lembaga asuransi dalam pertumbuhannya yaitu antara lain akad ZDGL¶DK atau 

titipan. Prinsip utama dalam akad ZDGL¶DK ialah memberikan atau menyerahkan 

kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga harta benda dari pihak pertama dalam 

hal pemeliharaan, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun 

dengan isyarat. Akad ZDGL¶DK ini berlandaskan pada firman Allah swt dan hadits 

Nabi saw, yaitu: 

 

³-LND� VHEDJLDQ� kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang 

dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya. (Q.S. al-Baqarah: 283) 

��¦���ôÈÏ�Êþ�ôó¦� É¾�ÉÇÈ°� È¾¢Èë�� È¾¢Èë�ÉþÌüÈß�Éþ�ôó¦� È�
ÊÓÈ°�È̈ÈÂÌº�ÈÂÉÿ� Ê9È¢� ÌúÈß� ÈDÊ¤�È̈Èû¢È÷È�¦� �®È¢��ö�ôÈÇ�Â�ÊþÌ�ÈôÈß

�öï¢k¦�Â�ÄÀ÷Wó¦�Â�®Â¦®��¥¢�ý¦Â°��� ÈîÈû¢ È»� ÌúÈ÷� ÌúÉÈc�È�� ÈÂ�� ÈîÈü ÈøÈ¬Ìº�¦�ÊúÈ÷�
³7XQDLNDQODK� DPDQDK� \DQJ� GLSHUFD\DNDQ� NHSDGDPX� GDQ� MDQJDQODK� NDPX�

PHQJNKLDQDWL� WHUKDGDS� RUDQJ� \DQJ� PHQJNKLDQDWLPX�´� �+5�� $EX� 'DXG�� Dt-

Tirmidzi, dan Hakim) 

Prinsip ZDGL¶DK yang juga termasuk dalam kategori akad WDEDUUX¶ yang 

dapat diterapkan pada asuransi syariah yaitu adalah ZDGL¶DK yad dhamanah yang 

juga diterapkan dalam giro pada produk perbankan syariah. :DGL¶DK dhamanah 

berbeda dengan ZDGL¶DK amanah. Pada prinsip ZDGL¶DK amanah harta atau benda 
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titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang diberi titipan. Sedangkan 

ZDGL¶DK dhamanah pihak yang dititipi, dalam hal ini yaitu perusahaan asuransi, 

bertanggungjawab atas keutuhan harta titipan sehingga dia boleh memanfaatkan 

harta titipan tersebut. 

Merujuk kepada hadits yang membolehkan harta titipan untuk 

diperniagakan seperti telah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 

dana premi yang disetorkan oleh peserta, terutama pada produk non-saving, dapat 

diinvestasikan oleh perusahaan asuransi selaku pengelola dana titipan tersebut. 

Hal ini ditujukan agar dana tersebut tidak habis untuk pembayaran klaim peserta 

saja. Diharapkan dari keuntungan tersebut dapat menjadi dana cadangan bagi 

perusahaan dalam hal pencairan klaim. Keuntungan dari hasil investasi tersebut 

dapat dibagi kepada tiga pihak, yaitu kepada peserta yang menitipkan hartanya, 

kepada pihak perusahaan sebagai pengelola, dan dimasukkan ke dalam rekening 

WDEDUUX¶ dalam perusahaan asuransi tersebut dalam bentuk hibah. 

Jika menggunakan akad ZDGL¶DK pada asuransi syariah prinsip yang 

mendasarinya juga merupakan prinsip tolong-menolong kepada sesama peserta 

asuransi. Pihak perusahaan membantu peserta dalam hal pengelolaan dana, pihak 

peserta dibantu dengan penitipan sekaligus investasi atas hartanya, dan peserta 

yang terjadi klaim dibantu dengan dana derma yang berasal dari seluruh peserta 

asuransi tersebut. Dana derma tersebut diperoleh dari rekening WDEDUUX¶ kolektif 

yang memang disediakan untuk dana klaim peserta. 

2. Penggantian istilah dana WDEDUUX¶ berupa hibah ke akad al-musahamah 

al-Musahamah adalah termasuk dalam bagian syirkah. al-Musahamah 

oleh beberapa ahli asuransi syariah merupakan salah satu bentuk yang dianggap 

tepat untuk menggantikan konsep WDEDUUX¶ pada asuransi syariah yang oleh 

beberapa ulama dianggap kurang pas karena masih terdapat bagi hasil ketika tidak 

terjadi klaim. Solusi ini ditujukan agar kepastian hukum sehubungan dengan akad 

yang diterapkan dalam mekanisme operasional asuransi syariah, di Indonesia 

khususnya, dapat tercapai adalah dengan mengganti istilah WDEDUUX¶� dalam 

ketentuan fatwa DSN tentang pedoman umum asuransi syariah tersebut dengan 

LVWLODK� ³NRQWULEXVL´�� .RQWULEXVL� PHUXSDNDQ� VXDWX� EHQWXN� NHUMDVDma mutual di 

mana masing-masing peserta memberikan sejumlah dana kepada suatu perusahaan 
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dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut 

berdasarkan besarnya saham (premi) yang ia miliki (bayarkan). 

M.M. Billah, dalam kaitannya dengan berbagai akad yang digunakan 

dalam asuransi syariah, lebih cenderung tidak menggunakan istilah WDEDUUX¶, 

namun menggunakan istilah al-musahamah (kontribusi).
11

 Menurut Billah, 

kontribusi dalam perjanjian asuransi syariah ialah semacam iuran tetap dalam 

bentuk uang yang disetorkan oleh peserta asuransi yang merupakan kewajiban 

yang timbul dari perjanjian antara peserta dan pengelola dana premi. Perjanjian 

kerjasama ini memerlukan kontribusi tidak hanya dari satu pihak, namun semua 

pihak selaku peserta juga memberikan kontribusi berupa dana iuran premi. Hal ini 

didasarkan pada firman Allah swt, yakni: 

³����'DQ� WRORQJ-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-1\D´��

(QS. al-Maidah: 2) 

Ayat tersebut di atas menyatakan bahwa manusia dianjurkan untuk 

melakukan kerjasama mutual. Keterkaitannya dalam asuransi adalah di dalam 

perjanjian asuransi yang biasanya disebut dengan polis biasanya telah tercantum 

bahwa peserta harus membayarkan dana kontribusinya secara teratur berdasarkan 

syarat dan ketentuan sampai perjanjian berakhir seperti yang telah disepakati oleh 

peserta dengan perusahaan asuransi tersebut. Polis merupakan bentuk perjanjian 

yang mengikat antara para pihak yang melakukan perjanjian, yaitu peserta dan 

perusahaan asuransi. Berdasarkan hal tersebut, masing-masing pihak harus 

memenuhi hak dan kewajibannya, yaitu peserta melakukan penyetoran dana 

kontribusi kepada perusahaan, dan pihak perusahaan mengelola dana tersebut 

serta mencairkannya pada waktu yang telah ditentukan seperti yang disepakati di 

dalam polis. 

Hal ini dikarenakan akad musahamah merupakan perjanjian kerjasama 

mutual. Apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi perjanjian kerjasama yang 
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 M.M. Billah, Principles of Contracts Affecting Takaful and Insurance: A 

Comparative Analysis, The Malaysian Insurance Institut, Kuala Lumpur, hlm. 14. 
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telah disepakati, maka tidak adil bagi pihak lainnya untuk tetap melanjutkan 

perjanjian kerjasama tersebut. Jika perjanjian dihentikan karena kegagalan 

pembayaran kontribusi oleh peserta, maka kontribusi yang telah dibayarkan oleh 

peserta tidak boleh dikurangi. Kontribusi yang telah dibayarkan tersebut 

dikembalikan kepada pihak peserta dengan pembagian keuntungan yang dibuat 

atas kontribusi tersebut setelah dikurangi biaya pengelolaan. 

3. Penerapan dua jenis premi pada semua produk asuransi syariah 

Solusi lain yang dapat ditawarkan guna memenuhi unsur kepastian hukum 

dan akad yang sejalan dengan ajaran Islam yaitu dengan penyamaan mekanisme 

operasional antara produk saving dan non-saving dalam asuransi syariah. Produk 

saving yang merupakan produk asuransi syariah yang terdapat unsur tabungan di 

dalamnya, dan biasanya menggunakan akad mudharabah yang preminya 

dimasukkan ke dalam rekening tijarah dan akad hibah yang preminya dimasukkan 

pada rekening WDEDUUX¶. Sedangkan dalam produk non-saving berupa rekening 

tanpa unsur tabungan hanya menggunakan satu akad dan satu rekening, yaitu akad 

hibah yang seluruh preminya dimasukkan ke dalam rekening WDEDUUX¶. 

Hal tersebut didasarkan pada tujuan utama seseorang menggunakan 

produk asuransi yang dipilihnya, yang tidak lain adalah untuk investasi masa 

depan. Misalnya dalam salah satu produk saving dengan menggunakan dua jenis 

premi, peserta menyetorkan premi sejumlah Rp 2 juta pertahun dengan masa 

perjanjian 10 tahun, dengan ketentuan bahwa 3% (Rp 60.000) dari jumlah dana 

premi tersebut dialokasikan untuk dana WDEDUUX¶. Bagi hasil dari akad 

mudharabahnya  dengan prosentase 70:30 untuk peserta dan perusahaan asuransi 

sebagai pengelola dana (mudharib).  

Berdasarkan pada akad tersebut, jika tidak terjadi klaim sampai perjanjian 

berakhir atau peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir, maka 

menurut hukum Islam pihak peserta memang berhak untuk mendapatkan kembali 

setoran dari akad mudharabahnya tersebut ditambah dengan keuntungan 

investasinya. Hal tersebut dikarenakan, pihak peserta dalam perjanjian 

mudharabah adalah selaku pihak yang memiliki harta atau disebut juga dengan 

shahib al-mal. Berbeda dengan hal tersebut, pada asuransi konvensional, jika 
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peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir, maka peserta hanya 

mendapatkan beberapa persen (di bawah 100%) dari premi yang telah disetorkan.  

Mekanisme operasional seperti pada produk saving pada asuransi syariah 

tersebut dapat diterapkan ke dalam produk non-saving, yaitu dengan menerapkan 

dua jenis akad dalam produk tersebut. Hal ini dapat menjadi menjadi jalan keluar 

atas perdebatan para ahli fikih terkait pengembalian dana premi yang telah 

disetorkan oleh peserta jika mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir atau 

tidak terjadi klaim selama masa perjanjian. Faktor yang menjadi perdebatan 

adalah bahwa akad WDEDUUX¶ berupa hibah tidak dibenarkan untuk diambil kembali 

oleh si pemberi hibah atau dalam hal ini peserta asuransi. Jika diberlakukan 

mekanisme seperti pada produk saving dengan dua akad, yaitu akad mudharabah 

dan akad hibah dengan penempatan dana yang berbeda, maka dapat dibenarkan 

ketika tidak terjadi klaim peserta dapat mengambil kembali dana yang telah 

disetorkannya dengan akad mudharabah ditambah dengan keuntungan 

investasinya. Berdasarkan hal tersebut, kedua pihak baik pihak peserta dan pihak 

asuransi tidak merasa dirugikan. Hal ini dapat didasarkan pada firman Allah swt, 

yaitu: 

 

³+DL�RUDQJ-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

6HVXQJJXKQ\D�$OODK�DGDODK�0DKD�3HQ\D\DQJ�NHSDGDPX�´��4�6��DQ-Nisa: 29) 

Ayat tersebut di atas menjadi dasar bahwa tidak dihalalkan dalam Islam 

untuk berbisnis dengan cara yang bathil, yang termasuk di dalamnya tidak 

diperbolehkan untuk mengambil keuntungan bagi salah satu pihak saja jika akad 

yang digunakan adalah akad kerjasama. Berdasarkan ayat tersebut juga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa dalam setiap transaksi muamalah harus terdapat saling 

ridha di antara pihak-pihak yang terlibat, tidak terkecuali dalam transaksi pada 

asuransi syariah. Kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut diharapkan 

mendapatkan keuntungan masing-masing, mengingat asuransi syariah merupakan 

lembaga bisnis di bidang keuangan. 
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4. Perubahan akad tijarah berupa mudharabah ke akad wakalah bil ujrah 

Lembaga asuransi syariah umumnya mendasarkan perjanjiannya pada 

perjanjian atau akad bagi hasil (mudharabah). Hal tersebut dianggap dapat 

menghilangkan unsur riba pada lembaga asuransi. Namun, terdapat beberapa 

bentuk akad dalam perjanjian hukum Islam yang dapat dijadikan akad pada 

lembaga asuransi syariah, di antaranya yaitu akad wakalah bil ujrah. Akad 

wakalah bil ujrah pada lembaga asuransi syariah adalah salah satu bentuk akad 

ketika pihak peserta asuransi memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi 

dalam pengelolaan dana premi yang telah disetorkan oleh mereka dengan 

pemberian ujrah (fee). Prinsip yang dianut dalam asuransi syariah adalah prinsip 

risk sharing, jadi risiko bukan dipindahkan dari nasabah/peserta kepada 

perusahaan asuransi (risk transfer), namun dibagi atau dipikul bersama di antara 

para peserta. 

Akad antara peserta dengan pengelola (perusahaan asuransi) ialah akad di 

mana pihak peserta mengikatkan diri dengan perusahaan asuransi untuk mewakili 

para peserta dalam semua hal yang berhubungan dengan pengelolaan dana premi 

WDEDUUX¶. Sehubungan dengan satu pihak menjadi wakil dari pihak lainnya untuk 

mengerjakan suatu urusan maka hal inilah yang disebut dengan akad wakalah. 

Dikarenakan perusahaan asuransi merupakan suatu lembaga yang berorientasi 

bisnis, maka apabila perusahaan asuransi berperan sebagai wakil dari para peserta, 

pihak perusahaan akan meminta sejumlah upah (ujrah) atas wewenang atau tugas 

yang diserahkan kepadanya. Berdasarkan hal tersebut, akad yang digunakan 

bukanlah wakalah murni yang bersifat WDEDUUX¶, melainkan wakalah bil ujrah. 

Dasar hukum asuransi syariah dengan akad wakalah bil ujrah adalah fatwa 

Dewan Syariah Nasional No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil 

ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. Salah satu hadits pada bagian 

landasan hukum fatwa tersebut yang dijadikan dasar pembolehan akad wakalah 

bil ujrah adalah: 

� ��ÈÌk¦� ÉªÌàÊÈi� � È¾¢Èë� �È̈ È¾ÈëÌÂÈã� ÉúÌ¥� É¤�Ê¦ÈË� ¢ÈüÈº¯ �¾È·� �ÉÀ¢È� ÌèÉÇ� ¢ÈüÈº¯ �¾È·� �Ê�¦� Ê¾Ì¦Èß� ÉúÌ¥� ��ÊôÈß� ¢ÈüÈº¯ �¾È·
�È¬Éº���Å̈¢ÈË� ÊþÊ¥� ÉþÈó�ÄÊÈW ÌÌÈ�� ¦Å°¢ÈüÌº�Ê®� Éý¢ÈØÌßÈ¢� Èö�ôÈÇ� Â� ÊþÌ�ÈôÈß�É�¦���ôÈÏ� � ÊS�üó¦� �ÀÈ¢� �È̈ ÈÂÌÂÉß� ÌúÈß� ÈÀÌ�Éº¯ �¾ Ȩ̀
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�Ê>� Ê̈ ÈïÈÂÈº¦Ìó¢Ê¥�ÉþÈó� ¢Èß È¾Èç� �
Ç̈¢ÈË� ÈÂ� Ç°¢ÈüÌº�Ê¾Ê¥� È ¢ È́ Èç� �Ç°¢ÈüÌº�Ê¾Ê¥� ¢ÈÉw¦ È¾ Ì·Ê¤� Ȩ̀ ¢È¦Èºç� �Ê Ì[Èº«¢ÈË� ÊþÊ¥� ÉþÈó�ÃÈÂÈº¬ ÌË¢Èç�

�ÊàÌ�Èº¥�Ä°¢¼¦ó¦�ý¦Â°���Êþ�Êç�È¶Ê¥ÈÂÈó� È§¦ÈÂ�º¬ó¦�ÃÈÂÈº¬ ÌË¦�Ê�Èó�ÈÀ¢ Èï� ÈÂ��Êþ�
³$OL�ELQ�$EGXOODK�PHQFHULWDNDQ�NHSDGD�NDPL��6XI\DQ�PHQFHULWDNDQ�NHSDGD�NDPL��

Syabib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: Saya mendengar 

SHQGXGXN�EHUFHULWD�WHQWDQJ�µ8UZDK��bahwa Nabi saw memberikan uang satu dinar 

kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau, kemudian dengan uang 

tersebut ia membeli dua ekor kambing, lalu ia jual satu ekor dengan harga satu 

dinar. Ia pulang dengan membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi saw 

PHQGRDNDQQ\D�GHQJDQ�NHEHUNDKDQ�SDGD�MXDO�EHOLQ\D��6HDQGDLQ\D¶8UZDK�PHPEHOL�

WDQDK�SXQ�LD�SDVWL�PHQGDSDW�XQWXQJ�´��+�5��%XNKDUL� 

Menurut fatwa tersebut, akad wakalah bil ujrah boleh diaplikasikan antara 

perusahaan asuransi dengan pihak peserta. Wakalah bil ujrah dalam asuransi 

syariah dimaknai sebagai pemberian kuasa dari pihak peserta kepada perusahaan 

untuk mengelola dana premi yang dikumpulkan dari para peserta dengan imbalan 

berupa pemberian ujrah (fee). Akad wakalah bil ujrah selain dapat diterapkan 

pada produk asuransi berjenis saving, juga dapat diterapkan pada produk non-

saving. 

Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka terdapat beberapa kesimpulan, yaitu: 

1. Kedua ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN Nomor 21/DSN-

MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah tentang perubahan 

akad WDEDUUX¶ ke akad tijarah masing-masing mempunyai dasar hukum yang 

dijadikan landasan para ahli fikih dalam mengeluarkan fatwa terkait 

pengaturan akad dalam asuransi syariah tersebut. Namun menurut peneliti, 

agar tidak terjadi keambiguan dalam memahami dua ketentuan tersebut, 

seharusnya dimasukkan frase terkait siapa subjek yang terlibat dalam dua 

ketentuan tersebut agar lebih jelas. Pada ketentuan tentang akad WDEDUUX¶ tidak 

dapat diubah menjadi akad tijarah, yang dimaksud di sini adalah ketentuan 

yang berlaku bagi peserta asuransi. Jika peserta asuransi telah menyetorkan 

dana premi dalam bentuk akad WDEDUUX¶ berupa hibah, maka peserta tersebut 

tidak boleh merubah akadnya menjadi pembayaran premi dengan akad tijarah. 

Pada ketentuan dana premi WDEDUUX¶� dapat diinvestasikan, maksudnya di sini 
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adalah bahwa pihak perusahaan asuransi selaku pengelola dana premi tersebut 

dibolehkan untuk melakukan investasi di bidang-bidang dan dengan prosedur 

yang sesuai dengan ajaran Islam. 

2. Terdapat beberapa jalan keluar atau solusi tentang bagaimana akad, selain 

akad hibah, yang lebih tepat dan memberi kepastian hukum dalam lembaga 

asuransi syariah, yaitu antara lain dengan mengganti akad WDEDUUX¶ berupa 

hibah ke akad ZDGL¶DK (titipan), mengganti istilah dana WDEDUUX¶ berupa hibah 

ke akad al-musahamah, dan menerapkan dua jenis premi pada semua produk 

asuransi syariah (saving dan non-saving), serta merubah akad tijarah berupa 

mudharabah ke akad wakalah bil ujrah. 

 

 



 

 

22 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Achmad Ali, 2009, Menguak Teori hukum (Legal Theory) dan Teori 

Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang 

(Legisprudence), Kencana, Jakarta. 

Adiwarman Karim, 2010, Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan, PT 

RajaGrafindo Persada, Jakarta. 

Anna 5RNKPDWXVVD¶G\DK dan Suratman, 2009, Hukum Investasi dan Pasar 

Modal, Sinar Grafika, Jakarta.  

Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, 

Jakarta. 

Fence M. Wantu, 2011, Peranan Hakim dalam Mewujudkan Kepastian 

Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata, Disertasi 

Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, Yogyakarta. 

M.M. Billah, Principles of Contracts Affecting Takaful and Insurance: A 

Comparative Analysis, The Malaysian Insurance Institut, Kuala Lumpur.  

Muhammad Syakir Sula, 2004, Asuransi Syariah, Konsep dan Sistem 

Operasional, Gema Insani, Jakarta. 

Peraturan Perundang-undangan 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian. 

 


